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KONFLIK ELIT POLITIK LOKAL
DALAM PROSES PILKADA KABUPATEN BANYUWANGI

Irtanto

AESTRAK

nelitian ini bersifar kualitatif dengan metode pengurmpulan dara indeptic uiersal”

Tujuan penelitian cdalah ingin mengeiahui faktor-fakior menonjol  yang

menyehahkan terjadinga konflik den implikesinya terhadap kinerju pemertntal.

flasil penelitien memperlihaikon hahwa konflik disebabkan clef fakior maniriras elit

politik renclah dan hanya cenderung mementingkan kepentingan elonomi politic, Konflik

elir politik lokal menvehabkarn terganzgnnpa kinerja birakrasi, AFPBD berlar-lurwy, terjndi
politisasi birokrast, dan pelayonan terhudap publiv terganggi.

Kata kunci - Konflik, elit polittk, Mikada

PENDAHULUAN

Spcara leoritis sumber-sumber
kekuisaan yang terbatas akan erus menjadi
rebutan, walaupun memerlukan biava vang
mahal, dan
mermuncutkan konlik. Kelkuasaan menjadi

dimungkinkan akan
perhatian utama para elit politik. Unluk
“memperzbutkannya”  seringkali harus
menaruikan segala-galanya, Oleh karena itu
untuk menjadi calon kepala daerah mereka
rela mengorhankan harta benda yang tidak
sedikit jumnlahrva. Demikian pula
sehaliknya, jika ia masih berkuasa dengan
segala cara unluk mempertahankan status
quonya, seperti kasus di Banyuwangi mantan
HMadi yang ingio
mempertahankan kekuasaan dengan ixut

Bupali Syamsul

mencalonkan scbagal kandidan

Nalam  kontcks perganlian
kekuaszan sebagai aldbat tuntulan demaokrasi
dlari rexim lama kepada rezim bar, ierivi.a
di beberapa dasrah menimbuikan persoalan,
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Tajamaya perebutan dan kepentingan politik
antar kekuatan politik maupun inta
kekuatan politik. mengakikathan konflik
vang seringkali tidak terhindarkan dalam
percbutan jabistan-jabatan politil, Rivatitas
pulitik, kadang-kadang bukanlab semzla-
semata sebagal akibat dari perbedzan
persepsi, metainkan perbedaan kepentingan
antar  krkuatan  politik dalam
memgershitkan sumber-suuber kekueasaan
di tingkat lokal. Selain im, kenilik vang
terjadi mencerminkan sikap dan perilaku
patitik kekuatan politik lokal yang relatif
masih “belum matang” Hal iai dicenininken
belum “bakunya™ insfragirulour pemililzn
peiabat publik vang seringkail kontraversial,
dipersnalkxan oleh partai politik Gan akror
politik serta kadaug-lkadang ditalak olch
masyarakat, bahkan oleh partal politik
maupun anggote legislalil yang partainya
kalah dalam pemilihan jahartan peliak lokal
[Mazhad dlklg, 2005:2].



Secara reknis proses politik teatang
pernililiaz Jabatan politik tingkal lokal telan
diater dalam T Ne. 32 takun 2004 tenlang
Pemerinlaian Dacrah vang menskankan
bahwa pemilihan kepala daerah baik
gubernur, bupati dan walikota dilalsanalan
secard demolkratis herdasarkan asas
langsung, umum, belas, rahasia, njar, Gan

e

L) serla mclalui partai

aitil (Pazal 56 avat [1]
politili. Kewenangan 2artal polilik unluk
mzngusullkan calon kepala dacrah secara
jelas ter nany pada Pasal 5% reriiama pada
ayat [11.02).037, (4], (5, (8] dan ayat (7) U
Mo, 3272004,

Mzmun realitosova, walaupun
pasangan calen lerpilin aich rakyvat, sehagai
proses politl lokal Delumlah secara
atomatis depal diletazkan sehagai proses
yang firal, wasis menusgen pengesalan
dani pilak pemerintah usal. guberner
terpilib eleh presiden, bapari dan waxil
Pupati slar walikota dan wakil walikota
lerpilth dilaliulan cleh Meneeri Dalas
Bogert [passl 109 UW Mo 32/2004), Dan
apabila pengesahan danl proses palicik fokal
rerselul masih ada perbedasn interpretasi
dan kepentingan, mitks hasil prozes polilik
lokaal akan menuai parsoalan. Seperti kasus
pemilihzn Bupati Benvuwans pada 10 Juli
2005 dimenanglkan aleh _:tu;lsaiu;;ar. Hama-
Tusuf aris dicalonkan oleh zabnngan partai
Tguremn’ [kecil) yang tidal mempunvai
Auzungan pulivii di “egisiatii. Kemenangan
Ramz masih diperscalken oleh berbagsi
pitak terntzma elit polizik atan legislazii,
vang kalah, Tarik-menarik dalam peisoalan
pemeiban Bupali Banyuwangi lidak lepas
disri hepentingan elic polizik lokal, din

frmantn, Kosflie B Politdk Lokal

dimungkinkan puala kepeniingzan elit
nasicnal

Konllik lokal seringlali dischalikan
cleh akloz alstor politik pusat rerulama nara
pemimpin 2artai politik vang memakaakan
kehendalk dengan mendrop calonnys dard
pusac ataw paling ricak harus mendapat
norserujuar dar pusat partainya. Bukan saia
mendrop calen kepala dacrah, kedang-
badang mereka meneamanzan calonnya apar
terpilih. Hal semacam ini mengkuatkan
asmirrsl halwa pemizipin elit politik di
Jazara telah memalssakan proses polilik
tingkat lobal. Dantidak megherankan kalaw
sampal calon dard partainva ridak terpih,
meangganjzl dengan berbagai cara Jan
argumen untuk rmenggapalzan calon terpilih
viang seringkeli membawa persoalan isu
primeocdialisme, 20 agaa, ras, kultural e
arena politiz lokal, Persoalan seperd itu
sering en 2di argumen politik Tokal ving
1auh dari rasionalitas palitix demali-asi,
seperi lerjli di Banyuwrang,

Jerkembangan pelitik lokal,
sebenarnya culiun meraril karenz selama
masapemerinlahan otositer di bewal tezim
pride barn dan orde relermasi pemiliban
kepala duerah sclalu sa’s diksaszad dan
ditenukan oleh sekelompak elit di Jakarta
maupun cleh sekzlompelk alit yang duduk
di parlemen dzerak, Fra otecnomi daerch
dengan menggunakan nstrumen pelic’s U0
Moo 327200 tentang Pemerintahan Dasas
berlangsnng proses suxszesi heluasaan
serata langsung dipilih oled rakyamya,
Walaupumilalam impiementasinya tale jarang
masih mermineulkan koaflik politik, Mamun
vang jelrs pilkada langsung telah terjadi
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interals politik anzara elit pelik dengan
rakyat. Balkan takyat kadang-kadang dapal
nelakukan tekanan-tekanan vang bersifar
krilis 2zas berbagai calon yang dinsulkannya.
pergantian elit lokal, kadang kadang
menyehablkan terizdinya konilik, apalagi
rakyaryang kehilangan identiles dan acanya
ketidakadilan struktural akan mudah
dimohiliszsi kearzh kontlik.

Konilik mengandung pengertian
“hepturan”, seperli perbedaan pendapat,
persaingan, dan pertentangan anlas individlu
dan individa, kelompok dan kelompuos,
individu dan kelompok, dan antara individa
atau kelompok dengan permerintah. Konflik
lerjadi antar kelnmpok yang mempersbulkan
hal yang sama (Surtakti, [902:145). Ada
berbagai teori penyebab kandlik, misalnya
toori hubungan masyarakal Menggangadp
bahvwa konflik disehablan olel polarisas]
yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan
nersusuian ol anfara kelompos Vang
herbeca dalam suatu masvarasal. Sedangkan
Teori negoslast rinslp Menganggap hahwa
konflil: disehabkan oleh posisi-posisi yang
ridak wearas dan perbedaan-perbedaan
pandangan lentang konflik pleh nikak-pihals
yang mengalami konflik (Kartika, 2000:8).
Sedangkan teori elit memandang nalwa
setiap masyarakat lerbagi dalam dua
lmmgn':i.i La} selelompol kee | manusia vang
herkemarmpuaz dan karsnanya nenduduki
puosisi untulomemermtzh: dan [} scjumlah
Lesar massa vang ditaldirkan un.uz
diperintah. Mosea dan Paveto membag!
straritilasi masvarakal dalam tiga kategorl
vailu =lit yang memerinzah (gomaeraing elit],
elil yang tidak memerintah (Aoi-gorerning

1
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elife) dan massa umum { anr-eliie) [Varma,
L9E7:199].

sjurhesim [dalam ipid, 12-14)
membagi clit ke dalam dua kalegor yailw
elit politik lokal dan elit non-pelitik lokal,
Elit prlitik lokal meruj:akan sescorang vang
menduduki janatan-jzbatan politik
(kekuzsaau) di ekskuuf dan legislatif yang
dipilih melalut pemilihan cmum dan dipilih
dalam proses politik vang demoloatis i
tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan
palitdk singgi di ingkat lokel yang memmbuat
dan menjalankan kebijaken politik, Co niah
Elit pelitik: pubernur, bupati, walizola, detug
DPRD), angeota DERD, dar pemimpin-
pemimpin partai pelitik. Elit non itk
acalah soseorang yang menduduki jabatan-
jabatan strategis dan mempunyai pengarui
witulk memerilah crang lain dalam lingkup
masyarakat. Elit non politik int sepertt: el
keagamaci, elit organisasi kemasyarazatan.
kepernudaan, protest dan lain sebagainyd.

Kondlik biasanya merujuk pada
keadaan dimana seseorang gian suatu
kelompok dengan identitas yang jelzs.
lerlibar pertentangan sceara sadar dengan
saty atau lebin kelompok lain karena
kelampolk ketompelk ini mengeiar atau
horusaha mencapai lujuan. Permonlangan
torsebut polanya dapat bhanya sebatas
pericrtangan nilai, atau menyanghl klaim
tarliadap starss (jahatau politik], kekuasaaz,
dar arau sumnberdava-sumberdaya yang
lerhatas; serta delam prosesnya seringhali
ditandlai oleh adanya upaya darl masing:
mas'ng pihak untuk saling menctralisasi,
menyederai, hingga meageliminasi posisi/
ekaistensi rval Aawannva (Caser, 1956:3),



Kanllik dkan mgrpakan suan pertnbulan
enbivailna atan lebih dari dua pihale, vang
masing-masing mencoba menvingkirkan
pihak lawannya darf arena kohidupar
setidak-tidasnye

menaklukkaunya dan mendeg-adasikan

harsama, aran
lawannya ke posisi vang lehih tersubordinasi
VWignyesubroto, 2006G:2).

Untuk melihat faktor penyebah,
moelil dan kepentingan puliikaya, korilik
elil politil dapar dipahami darl berbaga
difnensi, yaitu; dard pengartian konflik
fiatikan sehagai pertenlangan vang terbwaka
anlar kezuatan-kekuatan pol'tik vang
memperebutkan kekuasaan. Pengertian
kenflZk i sind memuk pada hubungan anzar
kekvatan politik (kelompolk dan individu)
vang memiliki, atau vang meraza memiliki,
iasaran-scssaran yang tidak sejalan
(INurhasir, 2000-14). Selain ita ada fakior
struktir masyarakat yang mengandung
deprivasi relatif yarg belum menopang
upzya pengenbangan knhesi dan integrasi
sozial [Malild, 2006:2).

[rari #7si zirkulasi eliz. Sitkulasi elit
lronflil bisa muncul dari dalam Lelompok
it sendinl maupun antar kelompnk vang
herbeda serta antara kelam pok ponpguasa
dengan kelomaok tandingan. Sirkulasi olit
nEcurut Parera erjadi dalam dua kategor
yaitu: perterna, perganlian terjadi di entara
kelompok-Kelompok vang memerincah
senditl; dan kedua, pergantian terjadi oi
antara elit dengan penduduk lainnva.
serentata Mosca melinat bahws pergartian
£lit terjadi apabila elit yang memerinrah
diznggap kehilangan kemampuansya dan
orang luar di kelas tersebul menvnjukkan

Trlarito, Kowflik B Nolitk Lokal .

kemamouan yang lehih baik, mala terdapat
segala kemunokinan bahwa kelas penguasa
vang haru (Qpcit, 275-3091, Ales dasar dua
maodel sirlulasi ersebut, perzaingan dan
konflik bisa terjadi antar kelompok vang
memeriniah maupun aalar kelempok
pemerintah dengan kelomosk landingzn
yang ingin herkuasa, Duverger meqjelaskan
bazwa dalam konllik-konflik politik
sejumlah alar digunakan seperti: organisasi
dan jumlab vang (kekayaan], sistem, militer,
keberasan fisik, dan lain sehagainya (ibid. ).

Darl segitata caqa don mekanisme
sirkulasi elit akan sangat menentukan
sejauhmana s'slem politik ;nemberikan
kerangka hagi terwujudnya pergancian
kekuasaan. Dalam kuntels porgzntian seperti
i, kenyalaannya prosesrys tidak selaln
ruualus, apalagi dalan: keoreks politik
transisionai yang meounjirkkan sifat-sifat
ketideknormalan. Meskipon ada tata cara
umurm sebegaimana diatw dalarm UL No 32/
2004, raa vara pengajuan scseoratg calon
apakah ite guberpur, walikora, -naupun
bupat: hares melalud parpol.

Dilam memahaim konstelasi dan
rivalitas polilik elit, perlu juga dipahami
temtang fenonera dan perifaku massa. Jnlulk
memeakan parubahan politix O masvarakat
antar waktu misalnya, kila biza meminjam
ketegori teortik dari Etziosi (1961) vang
membagi masyaralat atan rrassa politik ke
dalain ligs kategori kesar, (1) massa moral;
(23 massa kalkulalif; dan (3] massa alienatil.
Massa moral adalah massa vang potensial
terikal secare polilik pada salu Orsospol
karena leyalitas normatif vang dimili kingya.

Wassa moral bersifat tradizional, cenderung
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Irang atou tidak kritis iethadap krisis-krisis
ernmiti . Massa katlulatif adalah massa yang
memiliki sifat s2far yang amat peduli dan
lritis terhadap krisis-krisis empirik yang
dinadapi olel masyarakat di sekelilingrya.
Viassa ni akrzh dengan modernitas,
sebagian besar menempati lapisan lengah
masyarakat, memiliki sifat Lesmepolil
(herpardangan menduniaj dan punya
serhitungan {kalkulasi) levhadap heraugal
interatsi, Massa alienatif adalah inassa yang
eralienesi erasingkan) dav pasrab pada
mohilizasi polilik (op.cit, 18] Dialam
wonteks konllil oii peran masss kadang-
kadanp dimaniplasi unn:i tujoan-i.an
lertenty berdasickan kepenlingaa el
poliliknya. Tak jarang mercka juga
sempunyai worif, kepentingan dan wjan
vang herbeca.
Bagaimanapun karakteristik
kanflikaya, kecenderungan unluk terjadinya
“inteprasi” dalam ranghka unlik mengrakhir
konllik pasli terjadi. Gagasan nendlekatan
Lart baliwa sistem pelitilk demnokrasi dapal
digunakan schigai upays penyelesaian
konlik dapat digunakan schagal plsan
analisis (1lariris dan Reie'y, 2000:141-148).
sizzem pelitk vang meneapkan pembagian
keloapsaan, mergidealkan kepuiusan polilik
nile terjadi suatu akan mengarab nada
berbagai tioe sompromi dan kealisi pobitik
unluk |an.11;';a]il1'||'i pericntangan dengar cara
mekanisme pembagian keknasazn itn
dijalankarn, apakab mengaunakan model
kealis: atau komprami politik,. Proses ind
penting dengan asuisi hahwa sistem polilik
multipartal akan condeiung menciprakan
instahililas palitile dalam proses politknys

20

manpun dalam proses menenlukan
leknasaan (siapa yang harus memerintail
{Held, 1587:L25].

Titile rowan konflil dalam tahap-
lahap Filkada melipuli; pertzma, fakap
pensajuan pasangan czlon el parpol
sabnngan parpol. Hal il karena teraliasnya
peluang bapi bakal celon untuk lolos dalzin
croses seleksi vang dilakukan oleh parpol/
sabungan parpol, Kedua, dalam tahanan
veritikasi persvaratan calon aleh KPUD aleh
intorvensi pernerintal dan olite poliik lokal,
Kiliga, pada saat kampanye. RecTinal, paus
szat penghifungan dan penciapan pasangan
caion tetpilin (Ngiib, 2005:510-115].

sumner konflik tierasal dari
erdalesianan alit politik dalam berkompotisi
soara sehal maupun ketdaksiznan elit unt.ik
dapat menerima kekalahan [cahyozo,
3005:195, Konfiik sering berpusat pada asalia
untuk mempereleh kekuasaan yang lebih
besar, atau kekhawativan axan Lehilanaan
kelkuasaan, Kekuasaan me:iliki beberzpa
pengertian: kekuatan, legidmasl, otorilas,
azan kemamm piian untuk memaksa (Oprit,
Aal.

Dari berbagai surrher di atas.
keranelka analisis dikembangkan dengan
medel berikni:

Persnalan yang hendak ditelin
adalah 1] Fakici-faktar dominan apa saja
vang menyehabkan kantlik dalarn premilibian
kepala dacrah? 2] Begaimana implikasi
konflilk Pilkada tessebar techiadan kiverja
pemerintal daerahl,

Tujnan penelitian adalaly ingin
mengetahul faktor  daminan yang

menvebabkan kendlik Pilkada Lanyiwang



Irtente, KEonfilk Eiir Politik Tokal .

Falctor Lolkal

kultural

polizil

Eoeadlile, Elit

= Pularizasi kepenringan elit
e Plurzlisme ident.las dan

& Porpieseran patronasc

= Maturitas =lil poltik

L »| Ekses Nagalif

Iekal dlalam

Terhadap
Kirerja

Pllzda

.

nasioil

Faktor Nasional
s Transisi politik
= Intervensi elit politik

> Pemerintal [

dan ‘ngin mengelahui impiikasi konflik
Pillada tersebut terhadap knerja pemeriniah
Gaersih

METODE PENELITIAN

Fenelitivn in! meaggunakan
Fendelkatan koalitatif. Telaah pengnmpulan
data melalui wawancara mensdslam idepr
freeniiew) dan ﬁtﬁLii dokamentasi,
Informan calam penslitian ini agzlah
pihak yang berkonfik diantaranva konstituen
tin penguirus dari heberapa partat polivik.
Folus dalam penelitian ini meliputi
[alktor-fakior penyebab konflik dan
damn paknya pada proses pilkada vang lalu.

HASIL DAN PEMEALIASAN
Faktor lokal Penyebab Ronflik,

L. Polarisasi Kepentingan Elil Politik.

Para ahli memprediksi pemilihan
kepala dewizh lanpsung bahwa sejak awal
mengandung muatan kanilik yang tinggi

karena pitkada terkail dengan pertarungan
dan pertaruhan smbisi solitik vang bermuans
pada kekuasaan, vang cenderung diiring
dengan rangkaian gesekan kepentingan.
Pertarungan politik tidak lepas dari
percbutan sumber-sumber politik VATE
langka.

Pemilihan Bupati Banyuwargi yang
diselenggarakan tanggal 11 Juli 2004
dimcnangkan oleh pasangan Ratna -Yusuf
Nuris calon dari parlai gurem dengan
memperoleh sebanyalk 311653 suara (3v%),
Sedangkan lawan politiknya Achmad
Walyadi-Ekn Sukartono vang dicalonkan
oleh PER partai pemenang Pemilu lerislatif
2004 hanva memperoleh 120865 suara
(15%]), pasangen Masduki Suud-Syafi'i
Asyarai yang dicalonikar. oleh FPP heckoalisi
dengan Pactai Demikrat (D) memperoleh
dulungan 114.677 suara (14%). Pazangar:
Soesanto Suwandi-Abdul Kadir dicalonkan
vleh Partai Golkar hanya memperoleh
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dulungan 50,824 suara [20%], dan yang
mendapat dukungan paling sedikit adalah
pasangan Ali Sa’roni-Yusuf Widyatmoke
vang dicalonkan olch PRIP, partai besar
kedua pemenang Pemilu legislatit 2004
hanya mempereleh dulungan 94,454 stars
arau hanva sckitar 12%.

satelah penghitungan suara
seharugnya tidak terjadi konldlik, karena
mandal politik diberikan langsung oleh
rakyat dun tidak Jagi uleh scleelmmpok elit
politik. Namun anehnya pasca permiliban
«xonflik * politix masih terjadi. Koaflik
pilkada refjadi sebagal akibar Lelalahan para
wandidar yang berasal dati partai basar
denura: informan bahwa konflik terjadi
sejak awal pemilihan bakal calon bupati
seperti calon incuinhent Syarmsul Hadi vang
Gus Dur,
FKE Alwi Shihab
mencalonkan Ahmad Wahyudi-Eko

dicalonlkan aleh PEE versi

sedangkan versi

sukartone. Namun dalam perjalanannya
secara hukum vang clanghap svah oleh
nengadilan adalaly calon versi PRI Alwi
Shihab wyaitu Ahmad Wahyudi vang
mernnyad posist sebagai kema DPRI. Dari
pertarnngan dua versi PEB tersebut
dianggapnva sebagai embrio kanflik politik
i Bariyuwangi, schingga nihak yang kalah
Jalam -proscs pencalonan bakal calon
rersebiar memberian dukungan politiknya
CCATH 'i‘.u:nuh kopada Bupati te-pilih
(Wawsarcara dengan tokah pada tanggal 2
Mei 2006).

penueut informasi bahwa kentlik
leriadi dipica oles bupeli terpilih Ratna Lidlak
konsiclen padi janji-janjinya terulama

tarnadan para tekoh agana yang memnberikan

372

dukungan sepenuhnya pada saat pilkadd
herlangsunpg. Situasi demikian ini
dirnanfazlkan oleh jawan-lawan politikoya
lerutama keta DPRD Atinad Watiyadi yang
Lalah (Wawancara dengan anggolz legislatil,
3 Met 2006). Ahmad Wanyodi mencalonkan
dird dari pintu PEB vang rerupakan padl prol
pemenang pemilu legislatif 2004 Dalam
konflik Pilkada Banyuewangi lebib hermuansa
kapitalis, arlinya mereka ¥aug izalah litlale
terima dengan kekalahannya d ikarcnakan
sudzh menghabiskan biaya banyak dan ingin
mengembalikan vangnys denger Card tita
sitlak fair, Kondisi seperti ini dalam perseplid
Bahtiar Efendi disebutnya kapitalisme
nilkada {dalam Amirudin, 20405:59].
Kapitalisme ini menimballkan banyak
konseluensi vang buruk dalam nraklik
ernerinlahan, separt husrat bagh calon vang
terpilih untuk mergembalikan modal yang
sudah dikeloarkan, adanya polarisasi
luyalitasy penpuasa koepada penyumbang
dana, dap kurangnya perhatien terhadap
kepentirigan Takyar banyak (Wawancars
dengan anggota legislatit, 3 Mei A008),
Kebifakan bopati vang dipersnalkan
oleh elit palilik, mencepet kepaia sekolah
karena merumeul nang sekolah diluar
kereninan vang berlaku, padahal di
Baryuwanzi sekolah untuk 50, SMP, S0TA
gralis. Kebijakan tersebut menurut clil
politik yang menjadl tawan palitile upart
terpilih tidalk populis dan sangat meragikan
warier kepala selolah (Wewanears dengan
tokel nendidikan, 5 Mei 2006). Padahal
kehijakan untuk mencopot kopela schaelah
adalah hsk prerogatif bupat, bukan berada

pada legislatif, Nemun ¢lil politix selalu saja



mencari-carl alusan untulk mengeayany
pesisi bupat! teipilih,

Kepentingan pragmatisme elic
politik lebit mengedepan dalam konglik
tersebut seperli PDIP yang meacalonkan Ali
saroni kalah dalam pilkada. Namun akhis-
akhir ini kalingan PDI? terulama mereka
¥ang menduduki kursi legislatil berbalik
memberikan duknngan kepada Bupatd
terpilih Retnz (Informasi dari 1okoh palitik,
i Mel 2006). Bukt lain bakws Fraksi PDIP
sckarzng berpihak pada bupati terpilih Ratoa,
ketidakhadliran Fraksi PDIP pada waiztu
besar-besaran .4 Mei 1006
dipimpin oleh para kiai yang diikuti massa

demonstres

lebih: Xurang 7 vibu orang, Padahal pada
weklo ftu Banyak fraksi yang hadir dan
menandatangani rekemendasi agar bupar’
terpilih cleopot (Wawancara dengan elit
politik Banyuwangi, 9 Mei 2006, Awalnva,
realitasnya konflik pilkada di Banyuwa ngi
tlipicu oieh ketidakpuasan elit palitik vang
herada di lagislatif tidak rela atas kekalahan
calonnya. Mereka yang menjadi lawan bupat
lerpilih mencoba melelarkan konfliknya
dengan isu pendallaran vawyg tidak svah,
misalnya hanyalknyva pernilih dard lear daerah
atau membengkaknva jumlah pem’lih
([ Wawanrcara dengan tokoh pendulkung
I::uu]_;-ay lerpilily, 7 Mei 2006). Eondisi pilkada
il Banyuwangl inf relevan dengan pendapat
Celiyone (2005:23) babwa peluang konflik
semakin terbuka manakala pihak paronl
memaksazan diri dalam memajukan
kamdidat, padahal calon bersanghkutan
munglan tidak lagi memiliki “nilai jual”
Konflik Filkada di Banyuwangi
inemperlibaikan behwa yang teriadi semata

rtants, Konflik Rt Politie Takal

Mala  Eontlik kepentingan  untuk
memperetutkan kelwasaan politik walanpun
dengan mencoba unrk membangkitkan
fanatisine agama. Walaupun kala REAL sante
terclapat hepituhan vang kuat terhanap tigur
kiai dengan ikut demonstrasi, namun
magyarakat Balyuwangi nampak memaliami
bahwa mercka hanvalah dijadikan alat dari
kepenlingan elit clit pulitik, Mereka ¥ang
“hestikai” acalal para elit politik, blay
racyat, termasuk para kiai varg dijadikan
alal prlitix olzh mereka vang kalah Pilkada
(Wawanrara dengan tokoh roasyarakat 5 Mei
006). Nampak hahwe perseternan elil
pelitik dalam konflik pilkada Ranyuwan o
[ehih banvak dilandasi alch keprntingan
ragmatis politis semata. vaitu kepenl ingan
ckoromi palitik. Kepentingan pragimiatis
terlihat dengan jelas hahwa akhir-zlkhir ins
konflik mulai mengaiami pergeseran, vaitu
yang dulunya berada di pihak lawan bupati
terpilih Ratna, mercka memosisikan dir sazl
ini justil mendukung bupari lerpilih, sepert
PDIP dulu menvlak hasil pilkada sckarang
justru. membackup bupati terpilih
{(Wawancara elit politik, 2 Tuni =0105].
Kontlik pilzada Banyuwangi,
kesetiaun kelompok dan golongan dicoba
diangkat elit politik untol mengikat
Regeliaan kenstituen, Namun ikalan
ideclogis tidak lagi efektil, Perilaku massa
vang berdeme kebanyaxan berkair erat
dengan peiilak elit partai, Selama ni 2lit
polilik lebil bauyak bermain dalam wiliavah
choaomi politik. Partai tidak lagi dilihat
scbagal “mesin ideclogi’ melainkan ‘mesin
ekonomi politik. Akibatya massa pun
melihat kenflik ataw inlegrasi partai bukan

33
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lagl ditentukan kesamaan warna kulmral dan
idcologis, melainkan oleh kepentingan
pragimatis ekonomi politik (Malild, 2006:3).

2. Pluralisme Idcentitas dan Kullural,

Tsu-isu politik sehagal stralegl tniuk
menjatublan lawannyas selalu saja berulah,
semula isu gender. Isn gendor Lernyata tidak
efektif, berubah ke isu sara scperli soal agama
vang dianut oleh bupati terpilih Raloa yvang
dirapukan agamanya, Ratna ditnduh bukan
gerang muslim. Demikian pula pada awal
kenllik terjzdi, para kiai mempersealkan
Taspati terpilih Hatna searang perempaan, dan
diangoapnya seorang perempuan tdak layak
untuk memimpin den herlentangan dengan
apama Islam (wawancara dengan lokoh LSM,
7 pdei 2006). Namun akhir-zkhic ind isu
cepder hilang dengan sendirinya, tirlik (agi
difaclikan isu pelitik. Tsu geader ini nampalk
tidak dapat untuk menggerzkkan massa, dan
terlihat bahwa masyaralkal Banyuwangi lehit
kosmopolit dan rasional,

isn sara dan gender bergeser,
dikembangkan pada persoalan kulioral
seperti yang werjadi di salah salu acara
memperingati Maulud Nabi Bulan April
1005 i Deza Macan Futih di Kecamaben
Kabal. Szlah salu acara peringatan Maolud
Mabi tersebut mengarak scbuah palung
berbenlak manusia yang diseout ogah-ngnh
dengan pakalan kolzk-katax borwarna hitam
pulit, ala Bali. Dalern acara terscbut bupati
terpilil ikut hadin, kingga diprotes oleh par
Evai, Mereka beralusan hahwa arak arakan
opal-ogoh herrenzangan dengan budaya
setompai din Lertentangan dengan nilai-nlai
agama lslam, apalagi vgoh-ognh terscbul
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dilambangkan secrang wanila Jawa Pos, 12
Apsil 2006), 1su sara lain yang mereka coba
uniuk dianskal dalam kentlik pilkada i
adalah persualan harga daging babi vang
dicantumban pada Surat Keputosan Supali
Bamyuwangi tahun 2008,

Berbagral kebijakan bupati, isu sara,
dan alasan tidak kondusfoya pemerintatan
Baryuwangi dipakai schagai alaszan olel: elit
politik dan non elit palitik untuk
mengaerakkan para sante dar massa lainnya
urtuk berdemo secara hesar-besaran 4 bMel
2006 yang menuniut NPRD Banyuwangi agar
Bupati terpilih dicenot. Tuntutan demo
lersebut bernjung dengan  rekomendasi
DPRD kepada pitik-pihak vang barvwenang
untuk mencopot bupati terpilih. Ada
pengakuan dari senrang tokoh agama bahwa
kanfiik pilkada vaug herujung pada
dernomstrasi lerselurt sengaja diciptakan aleh
OTAnE-arang ‘5,;:1115 mempuryal pengarnh
dibidang agama dan wempunyai azses di
legislarif. Sebapgai gaunbaran bahwa konflik
Pilkada Banyuwwangi ini nampak sekall isu
isu sara mauoun kebijakan Hipad dijadikan
sehagal argumen nara clit politk lekaluntul
menjaruhkan Bupati Katna.

Dalam

pemilinan  bupat!

Hanvuwangi nampak bahwa ada
kecenderungan mencaimya ideologis palitik,
Rakyar tidak membaiast dirl denpan ikatan-
ikatan primaordial dan kesetiaan idzologs
vang divakininya, letani sudah kezrah
sernakin kosmopolil, Hal ind nampak sekali
kewenangan Ratna menjadi Buopat:
Banyuwangl yang didukung oleh masyvarakal
vang berbeda dengan pemilihzn legislatis

tamun 2004, Logika para pemilin heridzclog



politilk malke vang menang dalam piltkada
tersebut dapat dipastikan pemenangan
pemilu legislatif 2004 alau paling lidak
Fartai-partal besar Kondisi seperli ind sama
seperl apa vang diungkapkan oleh Maliki
(2008]) selarna ind elit politik 1ehih haavak
bermain dalam wilayah ckonomi politik,
Parial tidak lagi dilihat sebagai “mesin
1declog’ melainkan "mesin skonomi palilik’
Aldbatnya mazsz pun melihat kerflik bulkan
legi ditentukan oleh kesamaan warna
kultural dan ideologis, melzinkan aleh
kepanlingan ekonami palitile, Kondisi
<ondlik di Banyuwangi inl lebih banyak
thwarnai eleh karena kepentingan ekonomi
politk, Perteniangan idenlopis dzlam kondik
nilkada ini tidak nampak kelilia ar,
kepentingan ideologi politik parta -partaj
lidak menonjel daz ditinggalkannva,
misalnya saja PLIP yang besideologi
Dasiondlis vang semula menentang hupati
terpilih sekarang justru dalam konflik ini
berbalik memiheknya (wawancara tlengan

elit palitik v ang pro hepali e 1‘1[]..1 & Mef -

200006,

Amgirmes para lawan polilik Bupat

"Ratna tidal memililki akar kaltural dan
Wleologis yang sama dengarn mayorilag

remilih di Kabupaten Barvuwangi, tidaklah
relevan. Banyuwangi menurat hasil
penelitian Sentoso (2006:2] guru besar
Universitas Krislen Petra surabaya termasuk
dacrzh tapal kuda (Pasurian, Froholingen,
situbondo, Jember) yang serinp lerjad:
Dalan. penclusiran
selarah tampak daerak tapal keda
merupakan aiang kanllik harizontal. Selama
heranhad-abad daerah tapal kuda (Fasuruan,

iomnflilk horizontal.

Panaridian, Siinbonds) lercatat 11 ilarn sejirah

rianto, Koaflik Eliv Potidy Lokal ...

menjedi ajang konflik herizontal, Masyarakat
tapal kuda adzlah komunitas veng sangat
[anatik terhadap agama vang dianuliya.
Fontlik honzonial begitn menyejarah dan
mengakar dalam kehidupan masyaraka:
dazrzh tapal kuda [Ibid). Walaupun
Bamyuwangi termasuk dzereh dekat tapal
kuda, namun dalam, konflik Pilkada ing
nampak inters lasnya sangat rendah, karena
tidal menyangkut idevlogl vang divakirinya,
ranya parapalan kepeutingan efit palitik
serata. [lal ferschutl dibenzrkan oleh
seofang clit peltis vang berada i legislatif
¥arg dada awalnya lawan politik bupati
terpilit Ralna, tetapi pada akhir-akhic ing
membelat merdukung hupati lerpilih.
Meaurutnya konflik Pilkada tidak berhasit
untuk menyeret grussroor ke datam konflil,
walaupuu memakai atgumen kultural, sara,
dan gender szkal’pun (wawancara derzan elil
palitik, 8 Mei 2006).
Ideolagi politik, apama, loudiural,

dan pluralisme identitas dicoba dibangun
unruk dijadikan iso dalam konfiik pilkady,
Mamnn realilzsnya isu-isu tersebut Udzk
Legitu efellf untuk mengecrzkian massa
vang benar-lienar militan dan vang tampak
adalzh kepenlingan pragmatis =l paliik
.okal, vaity kepeningan elonami Delitik.
Lkatan-katan dan basis idealogis ternvata
hiza dipatabikan dengan tawaran sawarsn

raklis dan poaginats vang berniiai ekoneri
dan politis. Hal ini terbukr:, sepeTti
pendid kan ztau selolah gratis, Pus wosmas
gratis yang menjzli tema kampanve Bupari
Rama lebih menarik masvarakal pemilin
daripada kampanye kandidar luwan pelilik
Ratna dalam dentu’s materi lamnya,
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3. Pergeseran atronase Politik
Pemerin:ah dasrah era UL Na. 5/
1974 bercorak sentraliseik, dekaonsentrasi
acministratil, uniulk menciptalkan effsiensi
dan efektivitas pembansunan, pemilihan dan
penentuan jabatan kepala dacrah  hartus
memperolet: perselujuan presiden, karena
DPRD | dan [ walktu ilu dibernl porsi
kewenangan
dengan kendali pemerintah pusar. Parronase

sangar jauh dari seimbang

polilik era orde haru rerutama berlakunya
UU Ko, 571974 herada di
pemerintahan yaitu Jalkarta. Serelab

pusat

relormasi hergulit, patronase politik lokal
di Banyuwwangi
Pergesaran terzehut disebabkan oleh

mengalami pergeseran.

berubahnoyva instrummen pelitik dari UL No.

2271999 menjadi UT Mo 32 (abun 2004, Pada

cra UW 22 Tahun 1999 patronase politik

berada di seldtar legisladl, namun pada era

UU 32 Tahun 2004 paltonase politk berada

di alite lokal, terutama di Banyuwangi.

dalam level informal yang lebih banyak

berpusat pada:

i, Elil kultural terutama pada tokoh agama
vaitu pada para ulama (kiai). Para kiai
merupakan tokoh scntral dengan
pengikul-pengikulnya yang [anatik,
terutama kalangan santri. Apalagi
penduduk Banvuwanai merupakan
ma'y"l:uritas muslim dan barsyalk berdic
pandak pesantren. Pondol: pesantren
bagi kigi merupakan aset religiosg
seka’igus memipakan aset politix vang
luar biasa besarnya dan dapat
“dimainkan” dalam urusan-urusan
politik. Para elit kultural sangat efcktif
dijadikan “mesin politik” wntuk

1.

mempengaruhi opind public, Seperl
kentflik pilkada yang terfadi di
Banyuwangi, para kial dapat
menggeralklan lebib kurang 7 rilu
massa dengan cepat padsa saal demo d
bel 2006 untuk menenlang Bupati
terpilih Ratiia. Demo besar-besaran yang
dipelopori  para kiai  rersebut
“bekerjasama” dengan elil polilik yang
brrada di DFRD Banyuwangi, yang
kemudian membuat relomendasi kepada
pihak-pihak yang berwenang  agar
bupali terpilil dicopol dari jabazannya
(wawancara dengan anggoela legislarif,
6 Mei 2006). Tidak dipungkiri bahwa
salah salu penyebaly konflik pilkada di
Banyuwangi adalah bupali terpilin lidak
mengnasal kennikasi pelitil.. Namun
dalam perkembanpan terakhir beberapa
kiai vang semula meniadi lawan polilik
bupati terpilih berbalic mendukiengnya
dan vang terjadi “kial lawan Kiai®
(wawancara dengan angaota legislalif,
7 Mei 2004].

Elit intelelstuzl terdici dari para tokeh
vang memiliki pengamh intelekn:al kuar
di masyarakat, karena kinrah mereka di
dunia pergurian tinggi sehingga
konsep-konsep dan pemikivannya
banyak dijadicar panutan rasyarakal
selernpal., Posisi strategis demikian ini
menjadikan zlit inleleklual baoyak
didekat] partal politik, tcrutama dalam
ovent-cvent politik lokal untuk ikt
bergabung dalam barisan partal vang
hersangkuran. i Banyuwanai ada
becberapa perguruan tinggl yvaug
mempunyal culap andil dalam pilkada,



kalangan alsadzmisi setempal menjadi

perhiatian puladalam persoalan politik

-okal. Demikiar pula elitinlelckimal dad

parpel delam konflik pilkada ini

menjzdi  pemain utamms, terulama
pariainya yang mempeioleh stars yang
cukup signifikan dalam pemilu legislatil
2004, namaz dalam pemilihan kepala
daerzh 2005 kalah dalam persaingan,
seperti calon dari PHE yang
mencalankan ketua DPRD Ahmad
Wialwudi.

Pergescran patronase }:;aug sclarang
lebill bertumpu pada para kiai dapar
aezakibat melebarian konflik, yang semula
kenflik zrsehut berada pada elil poltik vaitu
artara DFRD cepzan bupali terpilily,
Ketnudizn elil politik tersehint rema:faatian
elit agama untuk mengpescr pota konflik
vang scolaheclal kenflil tersebut antar
bupali Lerpilih dengan masyarakas. Demikian
pula sebialiknya ci pibak bupari lerpilih Ratnz
juga memanizalkan para kai scbagai konzer
terhadap  lawan-lawen  poltiknva
(Wawancar: dengan tokoh apama yang
cukup karismatiz, 3 Mei 2008), Kondisi
SCDE ni membenarkan teori politik yang
wenyebutkan ballwa sumber-sumber
keludsasn vang terhatay akan terus menjadi
rebuizan, walaupun memerivkan Jiaya yarg
mihal , dan mesungkinkan sumber-sumber
vang
momuneulkan konflis,

menjadi rebutan lersebut

1. Maluritas Elit Poltik

Honilic hiza muncul apabila =i
politik tidak siap berlinmpetisi secara schal,
dupelk

cenderung memanipulasi

Ireantn, Komflik Efit Politik Lokal ..

primorcizlisme dan keberagaman dalzm
masyarakat (seperti aszl usul kelompol,
golongan, sizara sosial, emnilk, ras, agama,
dll} serta hilamana elite puliik tidak sizp
woluk menerima kekalahan (Op.Cit14).
lalam kecflik Banyuwangi ini yang
menowjol diselabkan tingkar lkedewasazn elit
lokal yang belum matang, baik elit politk
matigun non fil palitik, dalam arti bahwa
rara elit politik kebanvakan hanya
berkepentingan terhadap kekuasean semara.
Hal ini ierlhat jelas kelika pencalonan bakal
calon vleh masing-masing parrai polick,
LETITAE pisangan calon Rama - Yusuf Nugis
vang dicalonkan nleh partai nor parlemen
tidak ada peryoalan. Namun ketika terpilin
menjadi hupali, kzmrudian muacuollah
rerscalan dengan argomen Vally
beranekaasam,

Fazzor vang menamial dalam kenflik
pilkada Banyuwangi lebih banyak
disebablan aleh maturitas alite politik YL
mazihrendal: (ddak dewasa), mereka tidak
mencrima kekalahanoya yang hanya
menperebutkan kelalasaan. 1 lain pihak
masyarzkat lebih keosmepolic dan
heroricntasi pragmatis. Hal ini terbulkti
dalam pilkadz ralkyat memilits calon Vang
bukan partai paral besar nemenang pemily
legizlatif 2004 ielainkan mernilih calan dar
Partai-partal kesil yang tidak punyva
dukungan palitll di parlernen [DPRD). Atau
dengan lain perzataan behwa mungkin szja
Linglat kepereavaan rakyal lerhadap partai-
piarlal politik Lesar semckin merurnin,
Ternyala rzkvat dalam pilkada tidak
memandang idoologi sang caion kepala
caerah. Kondisi seperti ini relztif sama apa

a7



Cokerawala Vol 1 Mo, | Desamber 2006 0 26 45

yang dinngkapkan afeh Maliki (2006:4} ada
kecenderingan mencaimya idenlogi politik,
masyarakat tdak membatasi divl dengan
ikatan-ixatan primordial dan kesctiaan
idealogis vang divakininya, hal seperti ita
menggambarkar perubahan kultue

konflik Filkada inoi
mambenarkan pendapat Cahyene [2006)

Kandisi

baliwa sumber konflik bBerasal dari
ketidaksiapan clic politik dalam berkompetisi
secara sehar maupun kelidiksiapan elit untuk
dapal menerima kelalatian, Konflik pilkada
terseut hanva dipicu oleh ketidakpuasan el
politik saja vang maturilasnya rendah yang
hanva mempersoalkan alasan sejumlah
kebijakan Bupati Ratana tidak berkenan di hat
clic politik. Flit politik tdak memahami
mekanisme hukurmn vang berlakuy, terutama
pasal 28 UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahar | ¥2eran, scorang kepala dasrah,
dapat diberhentikan dari jabalannya jika
dinyatakan melanggar sumpah/janji jabaran
atau tidak melaksanakan kewajiban kepala
daerah. Memang ada klausal yang
menyangkut krisis kepercayaan. Dalam
pasal 32 UL Nao.32 Tahon 2004 menyebuthan
dalam hal kepala daerah menghadapi krisis
kepercayaan publik yvang meluas karena
dugaan melakukan tindak pidana yang
welibatkan tangoung jawabnya, DPRD dapat
menggunakan hak angket atau hak
penyidikan, Namun, penyclesaian hasil
angket tetap dilakukan setelah ada kepulusan
lembaga peradilan yang menyatalan bahwa
kepala daerah lerbukd melalukan tindak
pidana.

Sebagian warga Banvuwangl yany
termabung dalam Forum Banyuwangi Bersatu

38

dan Forum itama Banyuwang: melakokan
demonstrasi menintu Bupail Baryuwangi
terpilih meletakkan jabatannya. Kemudian
NPRD mengapresiasi atas (untufas tersebul
dengan menggelar sidang paripuma istimewra
dan  mernghasilkan putusan  usul
pamberhentian Bupali Rama, tidal sesuai
dengan prosedur hukum varg herlaka. Hal
ini membukrkan babwa prosedur hukum
yang berlaku tidak dipabam? oleh elil
polilik,

Elir politik tidak ampu untuolk
menyeret grassroo disehabkan  konfik
Lerashnie iikan kebatuban rakyat melainkan
hanya dipakai kensumsi oleh para elit
politik, dan akar permasalahannya hanya
pada persoalan ketidakdewasaan elit untul
menerima realitaz politik yvang sebenarnya.
gonflik Pilliada bukan pula karena faktor
pluralisine identitas dan bulan pula karena
faltor kultur yvang berkembang di dalam
masyarakal, seperti persoalan adat istiadat,
agama, suku dan Lain sehagainya. Melainkan
kanflik Pilkada tersebut lebih banyak
ditentukan oleh karena faktcr maturitas
keridakdewasaan) elit politik Iokal vang
rendah yang hany: berorientasi pada
kepentingan ekonomi pelitix atau
mempershutkan sumber kekuasaan. Kondisi
konilik Pilkada seperti ini sependapat
dengan Cahvono (2006:1%) baliwa sumber
konflik berasal dari ketidaksiapan lil politik
dalam berkompelisi secara sehat maupurl
ketidaksiapan elit urtuk dapal menerisa
kekalahan.



Frlctor Nasional
1. Transisi Politik

Pilkada zepennliny: dilakzanakan
aleh KPUD, tetapi perianggungiawasannya
s disampailean kepada DPRD. Thilam hal
i, kerja KFUDL berpotensi diiniervenst
parpol vang mempoanyal keliwatan oj IMRTL
Sebab, sejalan dengan kewenangan vang
besar dalam proses-prose: polilla lokal,
parlal berpotenst memhbajzk lungs’ DPED,
EFUD
mengunlinglkan, Keranecwae persn DERD

jika kerja dinapgsap ticak
dalan pilkada memicy =oeflil Banyuwangi,
hasil kerja keras BEUD dddak dilerime olch
DPRD vang aotabene ketnanve Ahmad
Wahyudi salah sam calon Bupati dari TER
¥illlg nerupakan partai besar pemeonang
pemilu legislatit 2004 vane kalal dalam
Piikada, Ahmad Wahyodi sehaga’ ketua
‘epislarf secara lelussa dapat memainkan
hekuasaannva untuk mecgganjal bopati
terpiih dengan dalih Karepa kewenangan
vang dimililinya, Demdkdan pula parizi bosar
lainva yang menguasel legislanf juga
rermain Rarena calamiva salas. Eerarcuan
peran DIPRD ugs terlibal dalam pasal 2 01
o 3272004 yvang mengatz<an hanwa
pasangan calon dan atau lie: kampanye yang
ferluki menjanjilkan atau mamberlkanwuang
dan atau mater unluk mempengarahi
pemilih berdosarkan putazsan pengacdilon
vang telah beddckuatan hukom tetap, diliens:
sanks] pembatalan pzsanzan calon olel
DEFRD. Preran besar carl tegsbutdl lokal ind
elas menjadi fakoor distartif terhidip
sillzada langsung,.

freanro, Kanfiik Bl Folifil Lokad

DEAD menmn U0 232 tebun 2004
sk memiliki tupas dan wewsnang unlok
memilih kepala daerzsh dan walkil kepals
daerah. Perubaban peta politik yang
dramatis sebagal akibaz cransisi palitik lakal
vang Ichill direkankan kedaulatan politik
pade rakyel, DPRD
masing pihak vang kearsiing untl meribuar

memaksa masing-

lalkulasi-kalkules: polibk Dar:, diartasanya
demitujuan strategl pelilik unmle menjaring
suara dart pemilin, maka dimungkinkan
untuk menjalin koalisi dengan nihak-pihak
vang sehelumnya merupalkan pikak lawan
polittk, Logiks semacam inilal yang dapal
digunakan imiek meejstaskan tondisi politk
i Banynwang! menjelang pilkada langsung,

Nilai-nitai demokras: vang
divakini oleh tokyol Benvuwang “elas iku!
andil dalam koc(lik pilkada dan scbhagian
besar masyvarakal menilal 2ahwa makaa
demakrasi adalalh mavoritaz dimana
cksistensi mavorilas heres diakni dan
ditkutinya. Peailaian seoerli ind sanga
subyakrivit dapal memenenllkan zekerasan
maessi sekalipun diakuizyz selagai e’ek
berdemakrasi. Selain itu pergeseran
wewenang ik memifih kepala caesab Cor
Iegislatf (UU Mo, 22/1000) ketangan rakya
sacary langsuny 10T Na 2272001, memhear
kontribusi kagi munculnve konflik yang
melihatcam massa, karena kotidzlgmuazsanny:
terhadap kandidateya vang kalzh, Menrul
Fatah [2005) kol palitil pilksda patensial
hadir dalam intemsitas vang tingzi, Sebab.
measyarakal berpotens memililkd keterikatan
eiosivnal dengan isu-isu dan pikak-pihak
vang terlibat dalem konllik. Kanilik pilkada
potensial rmenjadi konfik merska sendir.
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bukan nilik prang atan pihalk fain {bip: /7
warw temooinlerakrif com/hg/nasional).
Dalam perspektif sosiolugis, kerusuhan dan
kekerasan adalah sebagai bentuk dan
perilaku sosial, Arlivva, sebagai produk dan
stimulan perilaky perilaku arang laim.
Individu yang melakukan kelerasan zkanlan
unlulk memenuhi kepuasan din sendic,
melainkan dalam kepuasan kolektif {httpz//
Konllik
pilkada Banyuwangi disebabkan pula aleh

wwrw suarakarya-online.com).

hubungan kedekatan antara kandidat dengan
raleyat, di lain pihak kandidat dekal dengan
rakoh

para agama

menpgerakkan massanya (Wawancara

Vang Iatnpu
dengan tokoh agama, § Mei 2006).

Selain transisi demelrasi itn
sendiri, UU Na. 32 Tahun 2004 memberi
andil bagi lahirnya kondlik dalam pilkada,
terutama pasal 59 ayar (1) menyesbutkan
hahwa peserta pemilihan kepala daerah dan
waldil kepala dzerah adalah pasangan calon
vang dinsulkan secara berpasangan olelh
partai politik aran gabungan parlai
politil{htip: / fwwens kompas.com), Arlinya
sermmua calon harns melalui pintu parpol dan
tida’.cIdinu_rugkinkan czlon independen,
walaupun calon lersebur mendapat Hultungau
kual dari rakyar. ‘[Tansisi politik lokal yang
demikian ini secera jelas memuncullan
potensi konflix daltam seliap pilkada, Seperti
kasus unjuk rasa KODEBA [Konsorsium
Demokragl Banvuwangi) di Kantar KFPLID
Banyuwangi vang lerjadi tanggal 31 Marct
2005, dengan tuntutan untuk membubarkan
EPUD Banyuwangi karena ketidakpuasan
massa pendukung kandidat yang kalah dalam
proses pencalenan bakal calon Bupati
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Banyuwangi 2003, massa yang tergabung
dalam KODERA lersebut zdalah pendukung
incgmbent Bupati Svamsul Hadl yang
divalonkan olch FIEB versi Gus Dur. Dalam
aroses penczlonan bakal calon bupati
syamsul [lad? kalah dalam pengaditan
sehingga memuncullan konflik internai di
tulvih PEB. Akibal kekalahan PEE versi Gus
Dur rersebut pencalonan Syzmsul Hadi
dirolal; oleh KFUT Banyuwangl, oleh ke
it massa pendukung Syamsul Hadi kecews
dan emasioral terhadap KPUD. Konllik
internal PEB rersebut dapal saia sebazai
salah satu pentvebal konflik pilkada, Haris
berpendapal konflik yang bersumber dar
premaniszme politik dan pemaksazn
kehendak, saat massa pendukung calon
memprotes keputuzan KPUD karena caan
fidak memenuhi persyararan administralif
yang ditentukan uy (htipes/
www kompas,com), Menurel Gurr (dalam
Mujiran, 2006) kekerasan murcul karena
adanva deprivasi relatif yang diatami
masvarakat scbagai perasazn kesenjangan
antara nilai harapan (valie expectation)
dengan kapabilitas nilai (e aapabilitios)
vang dimiliki seseorang.
2. Intervensi Elil Politik Nasional

Sejoak awal penjaringan bakal calon
bupatt di Banvuwangi menghadapl barnyalk
masalah terclama bakal calen harus
mencapat restu dari induk organisasi
politiknya. Muansa inlervensi clit politilk
nasiomal masih mengemuoka seperti lavaknva
pilkada era UU No. 2271999, Persyararan
hakal calon yang harus mendanat restu dard
induk organisasi yang berada di pusat
menandakan masih lemah pemberdayaan



pelitik lokal dan masil rentan terhadap
keoflik kepentingzn antara eii |rolitik
naslonal dengen elit lokal., Sefak awal
rencalonar baka. calon ditubub PED
mengalami koo ik palitik internal. Di=zam
pihak PKR wersi Cus Dur mencalonkas
Incambent Syamsni 1zdi dan di lain rihak
PRE versi Alwd Sihal mencalonkan Achmad
Wahvudi vang dalam oosisi politik lokal
sekarang menjadi ketua DPRD Kaoupalen
Banyuwangl. Dalam pengadilan bakal calon
versl Gus Dur dinyatakan lidak syah Jsumber
KPUD Banyvuwangi). Akibat [emaksaan
dtaupien calon harus imendasat pangaluan/
Hin dard induk partainya menyebabkan
ketidakpuasar. masyerakal serermipat, apalag
calonnya tdak mendapet reste dari indul
organisasnya. Perasaan emesicnal dari
celonuya yang tidak mendapar resty dar
induk organisasi akan melahirkan konllils,
dan
kemarahannya seperli vang terjadi pada
pilkada Banyuwangi ind pihak-pihak yang
merasa calannya tidak direstui men adi

mereka  akan  melampiaskan

marah [Wawancara dengan clit Polidk lokal,
9 Mei 2008),

- Sebagui akibal intervensi elit politik
loxal
ketergantungan duri Jusat, Siapagun ya ng

nazigaal, polidl mengalami
direstul eleh induk organisasings harus
diperfuangkannye, terlepas das koalitas
tidaknya calon, dan diterima tidaknya
meareka oleh rakyat lokal yang memiiki
kedaulatan politile Schagai akibat calon yaiy
hams disetojul clek pusal menandakan
masih elitisme parpol dalam proses pilkada
wangsung ini, tlan dapat berakihat tidak
berkaatitas sorta iidak diterimanya oleh

Trranto, Konfltk EI Politik Tokal

rakyat (Wawzaneara denpan skadem =i, & Mei
2008). Namun intesvensi elit poiilik nasional
dilam kenfik Pitkada in bukan satu-saty
faklor Yang
menyvebabkannya, dalam tataran untul level

dominan dapat
pemilihan bakal calon eleh masing-masing
Darlat memang ikut berpenzarh, namur
dalam Pilkada tidak demikia: kerena dalam
cra U 32 talnn 2004 ini seorang calon
kepale daerah dipilih clek rakyat secara
langsung.

Ekses Negutif Terhadap Kinerja
Pemertntefi.

PKEG sebagai parrzi besar vang
memenznglan pemily legislati? 2004,
percava dirl dengan mencalonkan Ahmad
Wehyudi. Ternyata Alimad Wahvudi dalam
patarungan pilkada leisebur cikalahkan cleh
Rama Ani Lestar vang nola bene dzri pa-la
gurem yang tidak mempunyai Jdukungan
politile di legislatif. Kemenangau Ratna
sebagal vang terpilih secars demokrails
berpengaruh lerhadap sebaah peta keluatan
prlitik bara, di saty pilak kekualan politik
berada di tangan Raina sebagal eksckulil
dan dipinak lain harus berhadapan dengan
zekoatun politik vang namanys legislotif
#ang nota bene diketuai Ahmad Waqvudi
Ahriad Wahyodi meropakan lawan pralisik
Rama dicalonkan aleh PES merupalarn parai
besar, secara atometis menguasai paclemen.

Sebapal akibat minimnya dukungzn
politik, Rana di legislatil solaln saja di
govang oleh elit politik legislacil, dan kasas
vang paiing besar adalall demn 4 M 2006
diperkivakan berjumlah lebih “urang 7
(tujual:) ribu uranz memuntu dagar LDFRD
mencopot Bupall Ratme yang terpilit,
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Kenmmadian DPRLD mengkabulkean TuniuLan pss
Jemonsimn tersebul, Demoerstast se0ga)a
“dimainkan” olell para clive pelitil yang
lerada di legislazif dar memanlizatkan para
tokoh sgama terlentu (Wawanzara 7 Ml
2005 dengan lokeh parpoi, 5 Mej 20087,
seazpai akibat kenflik pilkada yang cukup
berlarns-larue ini-sengat berpengarull
terhadap ialanaya pemerintaban di
Banyuwangi, Hasil wowancara dengarn
berapa pelabal, salab satunya sewvrdng
pejabai eselon I di jujaran Pemda
fanyuwangi imenginformasikan nahwa
Laonflik pilkada werdampak pada kinetia
mereka. Sesama pejabat saling curiga, siape
yung merdukung bupat teroidh e slapa-
slapa 5aid yang meneniang oupatl terpilil
Akinatiya anrar pejabet sendin saling curiga
dan saling menjatuhkan. Dan lebih parah
lagi, nejebat vang memihalk elil poiitik vang
berada di legislatil pasti dirrnasi di tempas
yang “tidal enak”, balikan segaia fasililas s
hares dikembalikan. Demikian pula
sebalilinya peiabat vang herada di pihak
Bupali mendapat fasilitas dan jabaran
(wawanoara dengan plabat birokrasi, & bilel
206, '

konilik pilkada saling berhadapan
antara bupati [cksekutif] i2rpilih di satu
pihak dengan DPRLD (legislatif] d pinak lair,
Konlik semakin berkepanizngan diseoabkan
aleh pihak-pihak vang berkonilik
mempunyal pesist dan power politiic yang
sara mama kuatnya, Peran cegislatif dalam
LT 32 1ghun 2004 sangal menentukan sepert
pasal Tayal {2 yang menyzhutkan baliwa
peryelengoara pemesnlahan dagrzh adalzh
pernerintah dagrah dan DFRD. Pasal 40 UL

A2

M. 32 tahun 2004 DPRL merupakan
sehagal  unsur penvelenggardall
pemerintahan dzerah, demikian juge [ERLEE
pagal £1 DPRD memil ki fungs legislasi,
ANEEATAN, dan peigaAasan.

Pihak yang berienilik awainya
egislali’ bernadapan dengan bupati terpilih
dan sekarang melebar dengan nielibatkan
para kiei dan para pendukungnya, Ik man
-idak rnau sangat herpengarub lerhadap
kinerja birokrasi, karena ger |z soaualunya
hatus “lewat” legislatil (erutama soal
anggarar. Dalam mengajuan anggaral
aksckul ataupun hirokrasi harus medapat
perseriuan lsgislatif, Axihat konflix rersebu
pengesahan APBD tabun 2006 menjad®
molar, berlerut-larul Menurul penuleran
bupatt terpilin Rawna, APBLD Laiu disalikan
paret 2008 dan baru efell ! April 20060
setelah proses verifikasi aleh gudernur
(Tuwa Pos lzapgal 7 Sepromber 2008), Dan
akihat konflik, penyerapan anggaran olel
dinas/badankantor/lembaga sampal lzulan
Septemnber 2006 masin sangat kecil, tidax
kurang dari 40%
pembahasan PAK 2006 yang sangat kec

dan belum lagl

kemurgkinan untuk dibahasnya (Wawaniasa
dengan pejabat cselon 11 ¢ apkungan
Pemerintah Banyuwangi, & el 2006), Hal
ini menggangau ponyelengparaan
pemerintaban daerih, dan berdampak
memuniy: produklivitas pemerinlah. Dan
vang wemprihatinkay lerganggunys
lerhacap pelayanas publik, seperll mizalnys
anggaran untuk Puskesias, alibar netlarut-
larut dan Lidak segera disshkannya APBLD
lahun 2006, salan searang kepals
Puskesmas vang berada Ji wilayab



Banyuwangi Sefatan sampal mengelnarken
vang pribadi untuk menalanginya
(Wawancara dehgan salal satu Kepala
Pukzesmas, 7 Mei 20081,

Belum lagi schagai akihat himbauan
para Kini kepada masyarakat Banvuwangi
agar  tidak menuruti  pemeriatah
Banyuwangi, untuk membayar pajak. Kalan
scandainya imbauan tersebin efeltt, maka
dapat dibayangikan tergangeunya APBD dan
pembansunan. Regialan
pembBangunaa jelas merugikan publik,

Macetnya

padahai yang berkonflik pada tataran el't
politik, bukannys pada tataran gmssioot,
kalaupun grussroot sampai ‘kul berkon ik
hanya terhowa-bawa nleh olit politic, Bahkan
konflik tersebut merugikan masyarckat,
Rarena pembangunan fsik dan pembangunan
fasilitas usnum terbengkelai. Ada pengakuan
dati pihal-pihak yang herkonflik bahwa
wjuan cari keniik pilkada ini senaafa untuk
membuat roda pemerinlaban tidak jalan,
bahkin lumpuh sama sekali, setelal lemph
kepercayaan masyaraka erhadap Bupati
Ratna menurun dan targetmya akan lehih
gamnzang uniuk menurmnkan Bupati Ralaa
(Wawancara dengan pihak-pihak yang
lonitra cengan Bupati Ratna terutamea dar
kalangau birckrasi, 26 Mei 2006) ..

Kenllik pillkada Banyuwanzi vang
melibatkan banvak pihalk telah menyebabkan
polarisasi politik anlara yang pro dengan
bupati terpilil: Rama deapgan pilak yang
berzonilik. Demikian juga konflik pilkada
lelah melibatian para tokoh agama daam
hal ini para Kizi. Dalam persoalan zonllik
pilkiada cksistensi Kial vang dulunya netral,
sekarang ini terseret kedalam konfllik, dan

Irtanto, Konfiik Blit Politik Lokal .,

terbeiab memilak kekoatan politik lertentu
yang berada di legislatif, Yang tragis
kekuatan poiitik yang melibackan tolkah
sgama torsebut saling mengancam, belum
lagi para pengilat pengikutnva VANG secara
emosional dapat memunculkan konflik bar
vang bersiful horizontal [Wawancaza dengan
tokoh agama, 26 Mei 2006). Konflik pillzada
membawa dampak terhadap politizasi
birokrasi, dan nelralitas sebagai birokrar
terganggu, demikian pula jalannya
pemerintahan tidak cfekti{, Namun demikian
dapat dipahami halwa, dari pengalaman
sejarah hirokrasi ndunesia (apakah ataz
nama persoral manpun atas nama institusi)
memang tidak berpelilik tetapi karena
kelluasaannya manpu mengatur dan
menguasal setiap proses-proses politik
{surbakti, 1997:25). Masoed [dalam Abdul
Rehman , 2005:43) sampai menegaskan
haivwa kendisi birokrasi memang tidak
bergerak dalam vacnum politik, ruang
lingkupnva tidal steril dari “rembesan-
rembesan™ polilik yang tidalk mungkin
dihindari. Pengalaman itulah akhirnya
memhawa birokrasi menjalankaun fungsi-
fungsi politil, karena birokrasi memang
tidsk pernah lepas dar’ konfigurasi pulitik
vang melingkupinya [1bid.)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Konflik pilkada Banyuwangi terjuili
disebabkan oleh beberapa falitor antara lain
terjadinya polarizasi kepentingan elic politik.
Rimara elit politik yang berada di legislaril
Lerkepentingan untuk memperebutkan
kekiasaan sebagai akibat kelalahannya.
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Apalagi ketua legislatif berasal dari partai
besar (PKB) sebagai pemenang pemilu
legisianif 2004 dikalabkan olch calon dari
partal guremn, [3i lain pihak bupati terpilib
mempunyai legitimasi politik vang kuat dari
rakyat.

Porgeseran patronase politik ikui
berpengaruh terhadap rerjadinya kenflik,
sebagai akibar perubshan UU 22 tahun 1391
ke UL 3.2 tabiun 2004 Era UL 22 Tahun 1923
parronase pelitik lebih banvak dikisaran
legislatf, kini patronase politik pemilih
menychar ke berbagai clomen masyaraket.
Fakrar identilas dan kultur selempat tidak
menaniol dalam konlik ini. konflil pilkada
sehenarnyva lelih mennnjol pada persoalan
maturitas [matarity] elit politik lokal vang
rendsh, tidak menerina realitas kekalahan.
nercka yang lerlibat dalam konilik pilkada
hersumber dari kalangan legislatil vang
calonnya kalah dalam piltkada.

© Semua calon dari partal besar
dikalahkan oleh calon dari ¢ artai BUreIL.
Perspa'an konflik pilkads berlarat-larut
karena bupati terpilih tidak mempunyai
dukungan politik sama sekali di legislatif,
Kalaw seandainya maluritas [manzring)
mewadahi, konflik lilak akan rerfadi, karena
bupati dipilih langsung oleh rakyar dan tidak
melanggar seperti yang dipersyaralkan cleh
pasal 29 UL 32 rahun 2004, menyanghkt
prosedur pemberhentian kepata daerah, dan
pazal 32 UU 32 Tohun 2004, menyvangkul
lrisis kepercavaan publik vang meluas
karena dugaan melakukan tindak pidana.
Fakior clksternal dalam konflik pilkada
Banyuwangi seperti transisi politik dan
intervensi elit polilik nasienal ridak hegitu
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menaonjol. Faktor eksternal, sopert transisl
oolitik memang ikul berpengaruh pula,
namu intensitasmya sangat kecil. Intervensi
elit politik nasional tidak begim namzak
dalam konflils pilkada, hanya sebatas pada
persetijuan bakal calon oleh denpurus pusat
dari partal masing-masing.

Akibat dari konflik polilik di
Banvuwangi yang berkepaniangac,
menyebabkan kinerja birokrasi lerganggu.
Hal ini discbabkan yang terlibat konflik elit
polilik adalah legislalil dengan bupali

erpilih. APBD Kabupaten Banyuwangi harus
mendapat persetujuan dari Iegislatif. Oleh
karena berlarut-lamutnya perseiujnan AFED
oleh DPRD, menyebabkan pelayanan publix
TeTmanggL.

Saran

Konflik pelitik i Banvuwangl
berasal dari elit politik sendiri, yang
marnritasnya rendal. Oleh karenanya,
pendidikan politik kepada elil politik perlu
dilakukan bails dari kalangan alkademis!
maupun kalangan pers. Demikian pula agar
konflilk politik tidak melebar kepada
masvarakat, diperlukan sosialisasi yang
terus-meneras. Sosialisasi vang terpanting
adalah mendewasakan denckrasi bukan
hanya pada tataran pengetaliannya namun
yang terpenling pada tinglahlala polilikova.
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